
 

 
 
 
 
 
 

WALIKOTA DENPASAR 
PROVINSI BALI 

 
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

NOMOR 27 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 
TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DATA TRANSAKSI PAJAK DAERAH  

SECARA ELEKTRONIK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA DENPASAR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
bersih, efektif, transparan, dan akun table serta pelayanan 
publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem 
pemantauan data transaksi secara elektronik;  

  b. bahwa pelaksanaan sistem pemantauan data transaksi 
pajak daerah yang konvensional perlu ditingkatkan melalui 
sistem elektronik yang merupakan perwujudan dari           
e-government dengan memperhatikan perkembangan 
teknologi informasi saat ini dan tuntutan sistem 
pemerintahan berbasis elektronik; 

  c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang 
Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Daerah Secara 
Elektronik sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem 
Pemantauan Data Transaksi Pajak Daerah Secara 
Elektronik; 

 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992      
Nomor 9, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3465); 

 
 

SALINAN 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: 
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000759-SRT-0820231_conv.pdf

 



 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik   Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023   Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 6856); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6871); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6881); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  9. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem 
Pemantauan Data Transaksi Pajak Daerah Secara 
Elektronik (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 
Nomor 34); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG 
SISTEM PEMANTAUAN DATA TRANSAKSI PAJAK DAERAH 
SECARA ELEKTRONIK. 

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 21 dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 
2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Daerah 
Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 
Nomor 34), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 21 

(1) Penegakan hukum terkait peraturan bidang perizinan di 
Daerah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang meliputi: 

a. Wajib Pajak yang menghambat atau tidak bersedia 
dilakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem 
pemantau pada sistem pembayaran yang dimiliki oleh 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5     
ayat (4); 

b. Wajib Pajak yang tidak memiliki perekaman data 
transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a; 

c. Wajib Pajak yang melakukan manipulasi data transaksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b; 

d. Wajib Pajak yang tidak menjaga dan memelihara dengan 
baik perangkat dan/atau sistem pemantau yang 
ditempatkan pada usaha Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c; 

e. Wajib Pajak yang tidak bersedia menyediakan atau 
menghubungkan interface sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j; dan/atau 

f. Wajib Pajak yang terbukti melaporkan e-SPTPD dengan 
nilai yang berbeda dari hasil perekaman dari sub Sistem 
Online perekaman dan monitoring Data Transaksi Wajib 
Pajak berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). 

(2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif 
berupa : 
a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 
c. pemeriksaan secara lengkap untuk masa pajak 

maksimal 5 (lima) tahun kebelakang; 
d. pemutahiran data/cheker selama 1 (satu) bulan penuh; 

e. penghentian sementara kegiatan; 
f. penghentian tetap kegiatan; 
g. pencabutan sementara izin; atau 
h. pencabutan tetap izin. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan 
petunjuk teknis Kepala Badan. 



 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Denpasar. 

 
 
 
 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 7 Juli 2023 
 
WALIKOTA DENPASAR, 
 

ttd. 
 
 
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 
 
 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 7 Juli 2023 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 
 
 

ttd. 
 
 

IDA BAGUS ALIT WIRADANA 
 
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 27 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh 
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,  
 
 

 
 
Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.  
NIP. 19750917 199903 2 008 
 


		2023-08-10T07:25:15+0700
	Kota Denpasar
	Keamanan Dokumen Elektronik




